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Diisi oleh Pemohon

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN R

NOMOR : 289/MPP/K ep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Mode A

Persetujuan
Nomor

Tanggd :

Kepada Yth.
*) BUPATI/WALIKOTA

DINAS .... KABUPATEN/KOTA...... | e e

SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
KECIL /MENENGAH / BESAR* (SP-SIUP KECIL/MENENGAH/BESAR)*

DIISI HURUF CETAK

I Maksud permohonanizin :

( Lingkari angkayang diinginkan)

1. Memperoleh SIUP

2. Perubahan Modd dan Kekayaan Bersh
3. Perubahan Pemilik Perusahaan

4. Perubahan Kedudukan

5. Perubahan Nama Perusahaan

6. Perubahan Bentuk Perusahaan

7. Perubahan Kelembagaan

] | dentitas Perusahaan :
1. Nama Perusahaan
2. Bentuk Perusahaan :
Perseroan Terbatas (PT),
Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha
Koperas, Per-

sekutuan Komanditer (CV), Persekutuan
Firma (Fa), Perusahaan Perorangan.

3. Merek (milik sendiri/liseng)
4 a Alamat Perusshaan :



Jdan /lorong dan Nomor RT dan RW
Kelurahan/Desa

Kabupaten/K otamadya Propins

b. Lokas perusahaan (bila perusahaan
berada di Pusat
Pertokoan/Perbel anjaan/Perkantoran,
Jelaskan lantal dan ruangan).

c. Nomor Telepon/Fax

d. Statustempat usaha

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(Milik sendiri/sewalkontrak/caralain®)

| dentitas pemilik/Direktur Utama/
penanggungjawab perusahaan :
1. Namalengkap
2. Tempat, tanggd lahir
3. Alama rumah/tempat tinggd
(lampirkan fotocopy KTP)
4. Nomor Telepon/Fax
4. Suamifigeri *)
a Nama
b. Kewarganegaraan

Legdlitas Perusahaan :
1. Perusahaan berbentuk PT
a. Akte Notaris

1) Nama Notaris

2) Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris)

3) Nomor/tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Departemen Kehakiman
(lampirkan Copy SK Pengesahan)
atau

4) Data Akte Pendirian Perseroan

Nomor (Lampirkan Copy) dan Copy
Bukti Setor Biaya Administras
Pembayaran Proses Pengesahan
Badan Hukum dari Departemen
Kehakiman Bagi PT yang belum
berbadan hukum.

b. Izinlan yang dimiliki

2. Perusahaan berbentuk Koperas
a. Akta Pendirian
1) Nomor/Tangga Akte



2) Nomor/Tanggal Pengesahandari ..o e
Ingand yang berwenang
b. 1zin lain yang dimiliki

3. Perusshaan sdain  bebentuk PT dan

Koperas
a AktaPendirian
1) Nomor/Tangga AKIE
2) Nomor/Tanggal Pengesahandari = ..o e
Pengadilan Negeri (Apabila
berbentuk Perusahaan Persekutuan)
b. Iznlanyangdimiliki
V. Modad disetor dan kekayaan bersh (netto) Rp. ...ccoovviiiiiiii i
perusshaan seluruhnya tidek termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha
VI. Kegiatan usaha:
1 Kdembagaan =
KLUI
2. Bidang Usaha(sesual KLUI) e,
3. Jenis barang / jasa dagangan utama L
2....
3.
VII.  Hubungan dengan Bank :
1. Bank ddam negeri
1 a Nama ..o
b. Alamat: .........ccoooiiiiiiins
2 aNama @ ...
o b Alamat: L
3 a Nama
b. Alamat
2. Bank luar negeri
1 a Nama ..o
b. Alamat : .........ccoooiiiii
2 aNama @ ...
b. Alamat: .........ccoiiiiin,
3. a Nama



b. Alamat :

Demikian Sura Permintsan ini teah diid/dibuat dengan sebenarnya dan gpabila
dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SITUP
Kecil/Menengah/Besar-nya dan atau dituntut sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tanda tangan pemilik/penanggung
jawab perusahaan

cap dan materai

Penggunaan lembar SP-SIUP K ecil/M enengah/Besar
1. Lembar Patama  : Pgabat Penerbit SIUP

2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan

3. Lembar Ketiga :Dinas......Tingkat Proping

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

** - Apabilaruang pada Formulir tidak cukup,
ditulis pada lembar dibdiknya



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R
NOMOR  : 289/MPP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Kertas Warna Putih/Biru/Kuning

Model B

D

Diisi oleh Pejabat

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(KOP SURAT UNIT)

SURAT 1ZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL/MENENGAH/BESAR *
NOMOR :

1. Nama Perusahaan

2. Merek (milik sendiri/liseng)

3. Alamat Kantor Perusahaan e e e e
NO. TEP/FaX ...vviei i

4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab L e e e

5. Alamat Pemilik/Penanggung Jaweb L e e e
NO. TElp/FaX. ..vovee e e

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) & oo e

7. Nila modd dan kekayaan bersh
Perusshaan sduruhnya  tidak  ter-
masuk Tanah dan Bangunan Tempat
Usaha

8. Kegiatan Usaha

9. Keembagaan P
10. Bidang Usaha L e e
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama P



Surat SUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA : Sura 1zin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan
Usaha Perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan
masih menjaankan kegiatan Usaha Perdagangan.

KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab waib menyampakan lgporan kegiatan usaha
perdagangannya dua kli dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama
paing lambat tanggd 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambeat tanggdl
31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP
Kecl satu kdi ddam satahun, sdambat-lambatnya tanggd 31 Januari tahun

berikutnya.
KETIGA . Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan ussha sdan yang tercantum daam SIUP ini.

Dikeluarkan di e
Pada Tanggd e

* Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R
NOMOR : 289/MPP/K ep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Diis oleh Perusahaan

Nomor
Lampiran
Periha

Model : C
..................... P K |
Laporan Kegiatan Kepada Yth.
Usaha Perdagangan *) BUPATI/WALIKOTA
di
*) Tahun ...,
*) Semester | /1l tangod ............ tahun ...........
1. Nama Perusahaan P
2. Nomor dan Tanggd SIUP
Kecil/MenengalyBesar*) e
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ...
4. Nomor Tanda Daftar Perusahaan: ............ccccoeviiiiiiinnene,
5. Kelembagaan e
6. Bidang Usaha e
7. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama e
8. Omzet (Has| Penjudan Tahunan) : Tahun Berjdan..................
: Tahun Sebdlumnya................
9. Jumlah TenagaKerja (TK)

a WNI :...... orang, dengan klasfikas pendidikan: S1 ....... orang, 2
......... orang, S3 ......... orang, D1 ....... orang, D2 ....... orang, .D3
........... orang, SLTA ........orang, SLTP........orang, SD ......orang)

b. WNA: ....... orang dengan kladfikad pendidikan ........ orang, ........
orang dengan keahlian .........................

10. Kemitraan (bilaada) PP
11. Permasdahan yang dihadapi e

Demikian lgporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata
tidak benar maka kami bersedia menerima sanks sesual dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan P
Penanggung Jawab: .................cel
Nama Terang e
Jabatan e



*) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I
NOMOR : 289/MPP/K ep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001
Mode : D

Diig oleh Pegjabat Ybs

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA..............
REPUBLIK INDONESIA
( KOP SURAT UNIT)

Nomor  : e ) e
Lampiran
Perihal . Peingatanke................. Kepada Yth.
tentang pelaksanaan Ketentuan *) ...
SIUPKecil/Menengah/Besar ..o
di

Sesua  dengan  Surat  1zin Ussha Perdagangan (SIUP)
Kecil/Menengah/Besar :

Nomor dan Tanggal & ....c.vvvieiiii e
NamaPenanggungjawald & ..ot
Alamat Perusahaan e e e e e e
Kegiatan Usaha . a Keembagaan ..................

b. BidangUsaha ..................

c.Jenis Barang/Jasa Perdagangan Usaha. .....

stelah diadakan penditian, ternyata perusahaan Saudara tidek memenuhi
ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku, antaralain :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara ddam
wakiu 1 (satu) bulan sgak dikduarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan
*) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang berlaku dan melaporkannya kepada
kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

*) DINAS........ KABUPATEN/KOTA



Kepala,

Tembusan :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan

u.p. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
3. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG
4. Dinas...... Kabupater/kota. ........... di tempat kedudukan perusahaan
5. Pertinggal

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R
NOMOR : 289/M PP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Model : E
Diid oleh Pgabat Ybs

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA............
REPUBLIK INDONESIA
( KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN
*) DINAS........ KABUPATEN/KOTA...........
NOMOR::
TENTANG

*) PEMBEKUAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
KECIL/MENENGAH/BESAR

*) DINAS........ KABUPATEN/KOTA...........

Menimbang . a bahwa berdasarkan pendlitian terhadap pelaksanaan Usaha Perdagangan
sebagaimana tercantum ddam *) SIUP Kecil/Menengah/Besar  Nomor

.................. tanggd .................. @a&s nama .................

bergerak dalam kegiatan usaha ......................... Yang berlokas di
.................... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
tedah ditetgpkan sehingga *) SIUP  Kecl/Menengah/Besar  yang

bersangkutan perlu dibekukan.
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat © 1. BRO 34 (Stbl. 1938 No. 86);

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana
telah bebergpa kai diubah terakhir dengan dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3214);

4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyauran

11



Memperhatika

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

5. Keputusan Menteri  Perindusirian  dan  Perdagangan  Nomor
254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan
Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

6. Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor
444IMPP/IKep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999  tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan,;

7. Keputusan  Menteri  Perindusirian  dan  Perdagangan  Nomor
394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisas Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Proping Dan
Kantor  Depatemen  Perindustrian Dan  Perdagangan  Di
Kabupaten/K otamadya;

8. Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Daam
Pembinaan Masng-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian 1zin di
Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri  Perindusirian  dan  Perdagangan  Nomor
591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat  dari ., Nomor  ......covvennnns tanggal
.................. perind Peringatan ke-3 (tiga) tentang Pelaksanaan
Ketentuan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar..

MEMUTUSKAN

Membekukan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor ............... tangga
..................... agasnama ......................... yang bergerak dalam
kegistan Usaha Perdagangan ................. yang berlokas di

Dengan dibekukannya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusshaan yang bersangkutan
dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ............... terhitung
sgjak tanggd ditetapkannya pembekuan *) SIUP Kecil/MenengavVBesar ini.
Keputusan ini mulai berlaku padatanggd ditetapkan.



Ditetapkandi...................

Padatanggd....................
*)DINAS....... KABUPATEN/KOTA.....
Dii e
Kepda,
Tembusan : G )
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan NIP. i

up Sekretaris Jenderd;
2. Ingpektur Jenderal Depperindag dan
Direktur Jenderd Perdagangan Daam Negeri DEPPERINDAG.
3. Ka PUSDATIN DEPPERINDAG.
4. Dinas....Kabupaten/Kota.....................
5. Pertinggd.

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R
NOMOR : 289/M PP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Mode : F
Diis oleh Pgabat Ybs.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.......cccvveen...
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)

KEPUTUSAN
*)DINAS..........c........ KABUPATEN/KOTA ...t
NOMOR::

TENTANG
*) PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
KECIL/MENENGAH/BESAR

*)DINAS...................KABUPATEN/KOTA .......cceviee
Menimbang . a bahwa berdasarkan penditian terhadap pedaksanaan Usaha
Perdagangan  sebagamana  tercantum  ddam  *)  SUP
Kecil/Menengah/Besar Nomor ...l tangodl
.................. aas nama ................. yang bergerak dalam
kegiatan Usaha Perdagangan ......................... yang berlokas di

.................... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan
yang telah ditetgpkan, sehingga *) SIUP Kecil/Menengah/Besar yang

bersangkutan perlu dicabut.
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan.

Mengingat ©10. BRO 34 (Sthl. 1938 No. 86);

11. Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana
telah bebergpa kai diubah terakhir dengan dengan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

12. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3214);

13. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 tentang Penyauran
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan

14



Memperhatika

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Lembaran Negara Nomor 1114) sebagamana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

14. Keputusan Menteri  Perindugtrian  dan Perdagangan  Nomor
254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan
Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

15. Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor
A44/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999  tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

16. Keputusan Menteri  Perindugtrian  dan Perdagangan  Nomor
394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisas Dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Proping Dan
Kantor  Depatemen  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Di
Kabupaten/K otamadya;

17. Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor
589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam
Pembinaan Masing-masing Ditjen dan Kewenangan Pemberian 1zin di
Bidang Indudtri dan Perdagangan di Lingkungan Depatemen
Perindustrian dan Perdagangan;

18. Keputusan Menteri  Perindugtrian  dan Perdagangan  Nomor
591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat dari ......coveeene NOMOr ........cevennes tanggd .......oeeeenn.
perihal Peringatan ke-3 (tiga) tentang Peaksanaan Ketentuan *) SIUP
Kecil/Menengah/Besar.

MEMUTUSKAN

tanggd ...l aasnama.........ccoeeeeiiiinnns yang bergerak

Dengan dicabutnya *) SIUP Kecil/Menengah/Besar  sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan
dilarang untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan ................
Keputusan ini mula berlaku padatanggd ditetapkan.

15



Tembusan:
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
up Sekretaris Jenderdl;
2. Inspektur Jendera dan Direktur Jenderal
Perdagangan Daam Negeri DEPPERINDAG.
3. Ka PUSDATIN DEPPERINDAG.

4. Dinas................ Kabupaten/Kota............

*) Coret yang tidak perlu

16

Ditetapkan di
Pada tanggal

DINAS.......... KABUPATEN/KOTA

di



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R

NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001
Mode : G
Diid oleh Pejabat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA..............
REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT UNIT)
Nomor y
Lampiran
Perihd Persetujuan Perubahan SIUP Kepada Yth.
Kedll/MenengaVBESA. oo
DI e
Sehubungan dengan surat Saudara NOMOr...........ccoveveniennnn.
tanggd .......cooeeennnn. Periha Laporan Perubahan Perusahaan .....................
dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan tersebut sebaga
berikut :
Lama Baru
Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan *) SIUP Kecil/Menengah/Besar Nomor ...................... tangga
Dikeluarkan di
Pada tanggal
Tembusan :
1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
u.p. Sekretaris Jenderal DINAS........ KABUPATEN/KOTA....
2. Inspektur Jendera DEPPERINDAG. Ai e
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kepala,
DEPPERINDAG
4. Ka PUSDATIN DEPPERINDAG
5. *)Dinas........ Kabupaten/Kota..... (eerreeeeeeere e )
Proping NIP. e,
6. Pertinggd

17



*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R
NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001
TANGGAL : 5 Oktober 2001

Mode : H
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
REPUBLIK INDONESIA
( KOP SURAT UNIT)
KEPUTUSAN
*)DINAS............. KABUPATEN/KOTA ...t
TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN
*)DINAS............. KABUPATEN/KOTA. ...t
Menimbang bahwa berhubung ................... ( nama Perusahaan ) telah menghentikan
kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup Perusahaan tersebut;
Mengingat 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Sthl. 1938 No. 86);
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang WDP,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
591/MPP/K ep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP);
Memperhatikan SUra.....cccooeveniereene perihal laporan penutupan perusahaan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA Menutup perusahaan tersebut di bawah ini :
1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
4. No. SIUP
KEDUA Melarang perusshaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan, terhitung mulai
tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA SIUP harus dikembaikan kepada Kantor Wilayah/Kantor Departemen

Perindustrian dan Perdagangan yang menerbitkan SIUP.

18



KEEMPAT . Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA
Keputusan ini dikenakan sanks tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggd ditetapkan.

Ditetapkan di.....................
Padatanggd.....................

DINAS....... KABUPATEN/KQOTA..........
i e

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
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